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Poverty reduction programs may be optimized to poor families if possessed accurate 
data on poor families. The process of getting the data of poor people is not easy because of 
the many parameters that are used to perform identification. This problem can be overcome 
by implementing the approach of existing methods in decision support systems one 
Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP will be obtained from the calculation of the weight 
of the functional and efficient. The weight of AHP results will be used to determine the 
category of the poor alternatives that include vulnerable non-poor, poor and extremely poor. 
The criteria used were 11 criteria that are derived from the three aspects of poverty 
indicators in Bantul are determinant aspects, aspects of the causes and supporting aspects. 
In this study simulating 3 times giving different weights, it aims to find the best weights of 
AHP calculation results. The best results are shown in the third simulation with 84% accuracy 
value. Accuracy value is obtained by providing a test sample of data as much as 25 poor 
people, the results of the AHP system will be compared with the scoring system that exists. 
AHP can be used as an alternative to assist decision makers in identifying the category 
of poor people is not based on a comparison with an alternative on each criterion, but based 
on the value of the priority criteria taken as a new score replaces the score criteria 
established by the Government of Bantul. 
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Masalah kemiskinan di Indonesia 
masih merupakan salah satu masalah laten 
yang dihadapi oleh Indonesia dan negara 
berkembang lainnya[3]. Menurut BPS saat 
ini angka kemiskinan di Indonesia masih 
mencapai 11,7% dengan Indeks 
kedalaman kemiskinan naik dari 1,75% 
(Maret 2013) menjadi 1,89%. Kemudian 
indeks keparahan kemiskinan naik dari 
0,43% (Maret) menjadi 0,48%[2]. 
Sumber data BPS menunjukkan bahwa di 
Indonesia pada bulan Maret 2013 
penduduk miskin mencapai 28,07 juta 
orang sedangkan pada bulan September 
2013 sebanyak 28,55 juta orang atau 
mengalami peningkatan 480.000 orang.  
Jumlah penduduk miskin paling 
banyak dipulau Jawa berada di DIY 
sebesar 15,03% (bps.go.id, September 
2013). Wilayah Yogyakarta yang terbagi 
menjadi 4 Kabupaten serta 1 Wilayah Kota 
yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung 
Kidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. 
Dari ke 5 Kabupaten/Kota yang ada di 
Yogyakarta. Kabupaten Bantul merupakan 
Kabupaten dengan jumlah penduduk 
miskin cukup banyak sekitar 14,27% pada 
tahun 2013. Pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah secara terus menerus 
memberikan program-program 
pengentasan kemiskinan  agar angka 
kemiskinan berada dibawah angka 10%. 
Data diatas memberikan alasan yang 
sangat kuat bagi pemerintah untuk 
melakukan upaya penangganan serius 
untuk melaksanakan program 
penanggulangan kemiskinan sehingga hal 
ini menjadi prioritas pembangunan 
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Nasional untuk beberapa tahun yang akan 
datang.  
Agar program penanggulangan 
kemiskinan dapat optimal diberikan kepada 
keluarga miskin diperlukan data yang 
akurat dan dukungan sistem yang tepat 
untuk membantu menentukan pengambil 
keputusan mengenai kemiskinan. Sistem 
pendukung keputusan merupakan 
penggabungan sumber-sumber 
kecerdasan individu dengan kemampuan 
komponen untuk memperbaiki kualitas 
keputusan. Sistem pendukung keputusan 
juga merupakan sistem informasi berbasis 
komputer untuk manajemen pengambilan 
keputusan yang menanggani masalah-
masalah semi struktur. (Turban, 2004). 
Penentuan keluarga miskin yang 
digunakan oleh Kabupaten Bantul saat ini 
menggunakan skoring dari indikator yang 
ada sebanyak 11 indikator dengan masing-
masing indikator mempunyai bobot. Proses  
Up Dating data keluarga miskin saat ini 
masih menggunakan cara yang manual. 
Up Dating dilaksanakan oleh Masyarakat 
khususnya petugas (kader) yang ditunjuk 
oleh Lurah Desa setempat untuk 
melakukan pendataan keluarga miskin 
(keluarga miskin) dengan memberikan skor 
sesuai dengan indikator yang ada di 
wilayah Kabupaten Bantul.(Laporan 
Bappeda, 2012).  Bila data sesuai dengan 
kriteria kemiskinan maka dilakukan uji 
publik di Pedukuhan atau Desa. 
Perhitungan skoring kriteria kemiskinan 
digunakan untuk menentukan seorang 
warga masuk kriteria yang mana secara 
mutlak, tetapi sistem ini belum dapat 
melihat kemungkinan seorang warga dapat 
masuk ke kriteria yang lain karena faktor 
parameter yang mempengaruhinya.  
Penelitian ini dilakukan untuk 
memberikan metodologi baru yang dapat 
membantu melakukan identifikasi warga 
miskin di Kabupaten Bantul dengan 
menggunakan salah satu metode yang ada 
pada Sistem Pendukung Keputusan yaitu 
AHP. Terdapat banyak metode pada 
sistem pendukung keputusan dan metode 
Analytical Hierarchy process (AHP) 
merupakan salah satu metode atau model 
pendukung keputusan yang akan 
menguraikan masalah multi faktor atau 
multi kriteria yang kompleks menjadi suatu 
hirarki, hirarki didefinisikan sebagai suatu 
representasi dari sebuah permasalahan[6]. 
Beberapa penelitian sebelumnya mengenai 
obyek keluarga miskin pernah dilakukan 
oleh Irma Irandha (2010) tetapi penelitian 
ini untuk melakukan clustering dengan 
obyek daerah kota Surabaya.  
Pemerintah Kabupaten Bantul 
menetapkan bahwa keluarga miskin 
merupakan keluarga yang tidak dapat 
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang 
berupa sandang, papan, pangan, 
kesehatan dan pendidikan serta 
keterbatasan akses terhadap air bersih, 
listrik, kepemilikan kekayaan dan beban 
tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa 
dalam keluarga). 
Indikator keluarga miskin yang di tetapkan 
oleh Pemerintah Kabupaten Bantul 
berdasarkan Peraturan Bupati Bantul 
Nomor : 21.A Tahun 2007 Tentang 
Indikator Keluarga miskin Kabupaten 
Bantul menetapkan 11 indikator 
kemiskinan yaitu aspek penghasilan, aspek 
pangan, aspek sandang, aspek papan, 
aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek 
jumlah kekayaan, aspek kekayaan tanah 
bangunan, aspek air bersih, aspek listrik, 
dan aspek jumlah anggota dalam KK.  
METODA PENELITIAN 
Pada penelitian ini akan membuat 
rancang bangun sistem pendukung 
keputusan dalam rangka melakukan 
identifikasi warga miskin berdasarkan 11 
kriteria yang ada dengan menggunakan 
metode AHP. Masing-masing kriteria akan 
diberikan bobot berdasarkan skor masing-
masing kriteria yang ada.  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Merancang  dan membangun 
perangkat lunak sistem pendukung 
keputusan untuk identifikasi warga 
miskin di Kabupaten Bantul 
2. Membandingkan hasil sistem skoring 
kategori warga miskin dengan sistem 
yang menggunakan AHP  
3. Mendapatkan analisa dan kesimpulan 
akhir melalui perbandingan hasil sistem 
skoring kategori warga miskin dengan 
sistem yang menggunakan AHP dalam 
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penentuan warga miskin di Kabupaten 
Bantul. 
4. Membantu pihak pengambil keputusan 
yang ada di Kabupaten Bantul dalam 
menentukan kategori warga miskin. 
 
Dalam peneltian ini dirumuskan 
permasalahan yang akan dibahas sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana melakukan proses hirarki 
dari 11 kriteria yang ada dengan 3 
status warga miskin yaitu sangat 
miskin, miskin dan rawan miskin 
2. Bagaimana proses AHP dilakukan 
dengan pemberian bobot pada masing-
masing kriteria yang ada 
3. Melakukan pembandingan dan analisa 
hasil sistem pendukung keputusan 
menggunakan AHP dengan sistem 
skoring warga miskin 
 
Untuk lebih memokuskan pengerjaan 
penelitian ditetapkan pembatasan-
pembatasan sebagai berikut: 
1. Akan dilakukan 3 kali perubahan bobot 
pada masing-masing kriteria. 
Perubahan bobot yang dilakukan pada 
masing-masing kriteria untuk melihat 
hasil keputusan berupa identifikasi 
yang dihasilkan. Hasil ini akan 
dilakukan perbandingan dengan hasil 
skoring yang selama ini dilakukan.  
2. Kriteria yang digunakan sebanyak 11 
kriteria dengan 3 alternatif yaitu sangta 
miskin, miskin dan rawan miskin 
3. Bahasa pemrograman  untuk 
pembangunan perangkat lunak simulasi  
menggunakan bahasa Java. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem yang dirancang pada penelitian ini 
merupakan aplikasi sistem pendukung 
keputusan untuk identifikasi warga miskin 
menggunakan AHP. Rancangan secara 
umum sistem pendukung nampak pada  




Gambar 1. Rancangan SPK metode AHP 
 
Rancangan SPK diatas menunjukkan 
bahwa terdapat lima komponen yang 
mempengaruhi sistem pendukung 
keputusan yang dibangun, dari semua 
komponen diatas memberikan kontribusi 
yang saling melengkapi.  Metode AHP 
yang digunakan pada penelitian ini  
menggunakan 11 kriteria yang berasal dari 
3 aspek yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan 
Peraturan Bupati Bantul Nomor 21A Tahun 
2007 tentang Indikator Keluarga Miskin 
Kabupaten Bantul, hal ini ditunjukkan pada 
Tabel 1.  
 




Data dari tabel 1 menunjukkan bahwa 
nilai skor terbesar dari semua kriteria yang 
ada adalah kriteria penghasilan. Hal ini 
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menjadikan acuan pada saat akan 
diberikan pembobotan pada setiap kriteria.   
Metode AHP bertumpu pada proses 
hirarki pada kriteria dan alernatif yang ada. 
Pada penelitian ini bentuk hirarki sistem 
terlihat pada gambar 2.  
 
 
Gambar 2. Struktur Hirarki AHP 
Identifikasi Warga Miskin  
 
Keterangan Gambar 2 : 
APS = Aspek Penghasilan   
ASG = Aspek Sandang   
AKS = Aspek Kesehatan   
AJA = Aspek Jumlah Anggota  
AL = Aspek Listrik   
AKTB = Aspek Kekayaan Tanah dan Bangunan 
AKJK = Aspek Kekayaan Jumlah Kekayaan 
 APN  = Aspek Pangan 
 APP = Aspek Papan 
 APD = Aspek Pendidikan 
 AAB = Aspek Air Bersih 
Struktur hierarki pada gambar 2 
digunakan  untuk memepermudah dalam 
memahami permasalahan yang akan 
diselesaikan. Level 1 pada gambar 
tersebut adalah tujuan yang akan dicari. 
Level 2 merupakan kriteria yang digunakan 
untuk menganalisis. Level 3 merupakan 
alternatif keputusan yang ditawarkan.  
Rancangan sistem pendukung 
keputusan yang di bangun pada penelitian 
ini dapat di lihat pada usecase diagram 
(gambar 3) dan class diagram (gambar 4). 
 
 
Gambar 3. Usecase diagram SPK warga 
miskin di Kabupaten Bantul.  
 
Sistem pendukung keputusan ini akan 
digunakan oleh pihak pengambil keputusan 
yaitu pihak Kelurahan atau Desa yang 
akan menentukan kategori warga miskin. 
Setiap user dalam hal ini pihak Desa yang 
akan menggunakan sistem harus login 
terlebih dahulu.  
 
 
Gambar 4. Class Diagram SPK warga 
miskin di Kabupaten Bantul. 
Terdapat relasi asosiasi antara kelas 
utama dengan kelas bantuan, pengguna, 
laporan, data penduduk dan nilai 
perbandingan kriteria. Sedangkan relasi 
depedency terjadi antara kelas penilaian 
dengan perbandingan kriteria dimana nilai 
didalam penilaian tergantung pada nilai 
yang ada pada perbandingan kriteria. 
Selain itu juga terdapat relasi depedency 
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dimana hasil penilaian juga tergantung 
pada kelas penilaian. 
Proses implementasi metode AHP dapat 




Gambar 5. Proses input Matrik pada 
AHP 
 
Langkah proses input Matrik menjadi 
bagian yang sangat penting pada metode 
AHP karena matrik ini merupakan matrik 
pembobotan/kepentingan berpasangan 
dari semua kriteria yang ada. Ketika indeks 
matrik a sama dengan b maka nilai 
matriknya adalah 1. Dan jika matrik1[a][b] < 
1 maka nilainya adalah 1 / matrik1[a][b], 
jika tidak maka tampilkan matriks kedalam 
tabel. Setelah matrik bobot diberikan nilai 
maka perhitungan AHP dapat dilakukan. 
Proses perhitungan AHP dapat dilihat pada 
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Gambar 6 merupakan kelanjutan dari 
gambar 5, yang menjelaskan bahwa untuk 
perhitungan matrik nilai kriteria yaitu 
matrik3 dan untuk mencari prioritas kriteria. 
Kemudian membuat matrik penjumlahan 
baris yaitu matrik4 dan mencari nilai 
konsistensinya. 
Sistem pendukung keputusan yang 
dibangun menggunakan metode AHP, 
pengguna harus memberikan alternatif 
penilaian bobot untuk semua alternatif 
yang ada. Tampilan sistem untuk 
pemberian nilai bobot dapat dilihat pada 
gambar 7.  
 
 
Gambar 7. Menu pembobotan kriteria 
AHP 
 
Pengisian form yang ada pada gambar 
7 harus melihat pedoman yang telah 
disediakan oleh sistem. Untuk setiap 
kriteria dan alternatif, perlu dilakukan 
perbandingan berpasangan (pairwise 
comparisons). Nilai – nilai perbandingan 
relatif dari seluruh alternatif kriteria bisa 
disesuaikan dengan judgement yang telah 
ditentukan untuk menghasilkan bobot dan 
prioritas.   
 
 
Gambar 8. Menu Penilaian Warga 
Miskin 
Setelah matrik bobot kriteria diinputkan 
oleh pengguna maka sistem akan 
menampilkan menu untuk melakukan 
penilaian warga miskin yang terlihat pada 
gambar 8. Setelah isian pada gambar 8 
dilengkapi oleh pengguna maka sistem  
pendukung keputusan untuk identifikasi 
warga miskin akan menampilkan hasil 
identifikasi yang terlihat pada gambar 9. 
Apabila skor yang dihasilkan AHP antara 
47–50 maka kesimpulannya keluarga 
tersebut adalah rawan miskin. Jika skor 
antara 51-77 maka kesimpulannya 
keluarga tersebut adalah miskin. Dan jika 
skor antara 78 – 100 maka kesimpulannya 
keluarga tersebuat adalah miskin sekali. 
Selain dari itu maka keluarga tersebut 




Gambar 9. Tampilan Hasil Identifikasi 
Warga miskin 
 
Hasil identifikasi tidak hanya 
menampilkan kategori warga miskin tetapi 
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juga memberikan nilai perhitungan AHP 
yang dapat menjadi bahan pertimbangan 
bagi pengambil keputusan. Hasil ini dapat 
disimpan oleh pengguna. Rekap hasil 
identifikasi yang telah disimpan oleh 
pengguna dapat ditampilkan secara 
keseluruhan, hal ini dapat dilihat pada 
gambar 10.  
 
Gambar 10. Hasil Rekap Identifikasi 
Warga Miskin 
Hasil yang ditujukan pada gambar 10, 
berdasarkan hasil pemberian nilai bobot 
dari 11 kriteria dengan prioritas yang 
diberikan untuk masing-masing kriteria. 
Nilai masing-masing prioritas terlihat pada 
gambar 11.  
 
 
Gambar 11. Nilai Prioritas Kriteria  
 
Untuk melihat performance sistem 
pendukung keputusan untuk melakukan 
identifikasi warga miskin maka akan 
dilakukan pengujian terhadap data 
sampel yang digunakan. Hasil identifikasi 
akan dibandingkan dengan sistem skoring 
yang digunakan selama ini di Kabupaten 
Bantul. Pengujian akan dilakukan dengan 







Tabel 2. Perbandingan Sistem Skoring 
dan AHP (pembobotan I) 
 
 
Pada pembobotan I yang terlihat pada 
tabel 2 menunjukkan bahwa dari 25 data 
yang diujikan terdapat 13 data yang sama 
dengan sistem skoring atau sebesar 52%. 
Pada pembobotan II hasil perbandingan 
terlihat pada tabel 3.  
 
 
Tabel 3. Perbandingan Sistem Skoring 
dan AHP (pembobotan II) 
 
 
Hasil dari tabel 3 menunjukkan dari 
data sebanyak 25 data yang diujikan 
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terdapat 16 data yang sama dengan hasil 
sistem skoring identifikasi warga miskin 
atau sekitar 64%. Pada pembobotan yang 
III diperoleh hasil yang lebih baik yaitu 
dari 25 data uji terdapat 21 data yang 
sama dengan hasil sistem skoring atau 
sekitar 84%. Hasil perbandingan pada 




Tabel 4. Perbandingan Sistem Skoring 
dan AHP (pembobotan III) 
 
 
Secara keseluruhan dari hasil 
perbandingan sistem skoring dan sistem 
AHP untuk identifikasi kategori warga 
miskin dengan 3 kali pembobotan dapat 




Gambar 12. Grafik Perbandingan 3 
Pembobotan AHP 
 
Dari grafik pada gambar 12 dapat 
dilihat bahwa hasil pembobotan yang 
diberikan berbeda-beda memberikan 
pengaruh yang cukup signifikan terhadap 
hasil identifikasi warga miskin yang meliputi 
rawan miskin, miskin, dan miskin sekali. 
Hal ini dikarenakakan pembobotan yang 
berbeda – beda akan menghasilkan nilai 
prioritas yang berbeda – beda. Dari nilai 
prioritas tersebut akan menghasilkan skor 
dan menentukan hasil identifikasi warga 
yang dinyatakan miskin, miskin sekali dan 
rawan miskin. 
Nilai AHP yang diperoleh dari 
pembobotan III mempunyai hasil 
identifikasi yang baik yaitu sekitar 84%. Hal 
ini dikarenakan skor AHP yang dihasilkan 
oleh sistem berdasarkan nilai matrik awal 
untuk pembobotan yang ketiga. 
  






Dari penjelasan diatas beberapa hal 
yang dapat menjadi kesimpulan dari 
penelitian ini, antara lain :  
1. Hasil pembobotan yang diberikan 
berbeda-beda memberikan pengaruh 
yang cukup signifikan terhadap hasil 
identifikasi warga miskin 
2. Dari pengujian yang dilakukan dengan 
menggunakan 3 kali pembobotan 
diperoleh pembobotan 3 yang paling 
baik karena memiliki tingkat keakuratan 
sebesar 84 % apabila dibandingkan 
dengan sistem skoring yang ada.  
3. Metode AHP dapat dijadikan alternatif 
untuk membantu pengambil keputusan 
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dengan tidak berdasarkan pada 
perbandingan alternatif pada setiap 
kriteria, melainkan berdasarkan nilai 
prioritas kriteria yang diambil sebagai 
skor baru menggantikan skor kriteria 
yang ditetapkan Pemerintah Bantul. 
4. Sistem hanya menampilkan nilai skor 
AHP terbesar sehingga hanya muncul 
satu alternatif identifikasi warga miskin.  
5. Perlu dilakukan perbandingan metode  
AHP dengan metode yang lain untuk 
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